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BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
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PERATURAN DAERAII KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2004 DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BLUPATI BANYUMAS,
TENTANG :

Menimhang  © a. bahwa dengan telall  ditetapkaonmye  Peramran
Pranerintah Nomor 8 Tahun 2003 enany Pedoman
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAK EHJA Organisasi Perangkal Ducrah, maka Tugas Pokok,
i Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan
BATIAN KESATUAMN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYAREAT Kesalumn Pamgsa dan Perlindungan Masyarakat
KABUPATEN BANYUMAS Dacrah Kabupaten Banyumas scbagaimana diatur

dalam Perauran Daerah Kaobupaien Banvumas
Momor 24 Tehun 2000 wentang  Pembentukan,
Susunan Organisasi Jdan Tatakerja Lembaga Teknis
Dacrah Kabupaten Rarywmas yang telah diubsh
dengan Peramuran Dacrah Kabupaien  Bamyumas
Momor 1) Talun 2002 sudah ddak sesuai lagi;



Menmgingat

. bahwa schubongsm dengan hal tersebut , maka perlu

menempkan kembali Peraturan Dacrah Kabupaten
Banyumas tentang Pembeniukan Susunan
Organisasi dan Tala Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindongan Masyarakat Kabupaten
Banyumas.

. Undang-undang NMNomor 13 Tahun 1950 tentng

Permbentukan Daerah-daerah Kabupaten Daulam
Lingkumngan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan [erab (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambzhan Lembaran Negara
Nomer 3839);

. Peraturan Pemerinieh Mo 16 Tahun 1999 tentang

Jabatan TFungsional Pegewsi Megeri Sipil
Lembaran WNegara Talum 1994 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)

. Pemloran Pemerintah Nomer 25 Taun 2000

ieniang  Kewenangan Pemcrinteh Pusat  dam
Kewenanpan  Propinsi sebagal Dacrah (iemaorm
(Lemboran Megara Tahon 2000 Momor 54,
Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3’95;}:

2

5. Peaturan Pemerintah Nomor § Tahon 2003 tentang

Pedaman Organisasi Perangleat Dacrah (Lembaran
Megara Tahun 2003 Momor 14, Tembahan
Lembaran Negara Nomor 4262);

. Keputusan Bersama Mentzri Pendeyagunaan

Aparalut Negam dan Menteri Dalam  Wegeri
MNomor: OL/SEB/M . AN/ 2003 Momar 17 Tabun
2003 rentang Petunjuk Pelaksanman  Perstursn
Pemeriniah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Pemerintsh MNomer 2 Tahun 2003 tentang
Wewenang, Pengangkaman, Pemindahan dan
Pemberentian Pegaws MNe geri Sipil;

Dengan persetujuan

ITEWAN PERWAKILAN RAKYAT DATRAI

EABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : FERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISAST DAN TATAKERIA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN BANY LIMAS



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Tasal 1

Dalam Peramran Daerah ini yang dimaksud dengan :

Dazrah adalah Dazrah Kabupelen Banyumas.

Pemerintah Dacrah adalah Pemeriniah Kabupaten Danyumas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutmya disebud
DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrsh Kubupaten
Banyumas

Bupati adalah Bupati Baryomas.

Sckreinris Daerah adalah Sckretaris Dmerah  Kabupaten
Bamyurmes.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlmdungan Masyarakat adalah
‘Badan Kesituan Bamgsa don  Perlindunpan Masyarakat
Kabupaten Banyumas

Kepala Badan adalah Kepela Badan Kesanan Bangsa dan
Perlindungan Masyamakal Kabupaten Banyumas.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tgas
Badan Krsamsn Bangsa dan Perlindungan Masyarakal yang
memiliki wilsvah kerja sam atau beberapn Recamatan yang
selanjutsiya disshut TUFT.

Iabaien Fungsional adalah kedudukon yang renunjukkan wgas,
tanggung jawab, wewenang dan hak ssorang Pegawai Negeri
Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelakzanaan mgasmya
didasarkan pada keahlian dom ketrampilan terten scrta bersifat
mamndiri.

BAR II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Persmran Dacrsh ini dibenmk Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat

BAB 11
EEDUDUEAN, TUGAS POROE DAN FUNGSI
Pasal 1

Budary Kesatuan Rangsa dan Perlindungan Masyarakat adalsh unsur
el asana g as terteniu Femerintah Daccak, dipimpin oleh seomng Kepala
vang berada di bawah dan berlmgpung joaab kepadas Bupat melalo
Sekretaris Dacrah,

Pasal 4

(1} Badan Kesaman Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyed
tugas pokok melpksmokan fugns i hideng kesoluon hangsa dan
perlindungan masyarakal .

(2} Unmk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1}, Badan Kesatan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
TempLnyai g -



(1) Susmnan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
perumusan kebijakan tknis di bidang kesetuan bangsa dan Masvarakat terdiri dari :
perlinduwmgan masyarakat ;
. Eepala Badan;
gunan rencans dan rogram ja Badan;
i . et b Bagian Tata Usaha, verdiri dari -
pemyelengzaraan keginian i bidanz kesatoan hempsa dan \

lindu kat ; 1. Sub Ragian Umum;
perlindungan masyarakal ; J

2. SubBagian Keuangan dan Bina Program.
pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di

bidang kesaman bangsa dan perlindungan masyarakat; €. Bidang KesaluanBangsa dan Politik terdiri dari:
penyiapan dan pemberian informasi bidang kesatuan hangsa dan 1. SubBidang Kesaman Bangsa
perlindungan masyarakat ;

2. Sub Bidang Fasilitas Politik.

ak=anaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasia ;
pel d  Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

pelaksanman wrosan kefatausaliaan dan keromeditang gaan badan; 1. SubBi i Poclindiingan & ;

pembinaan terhadap UPT dalam linghup ugasmya; 2. Sub Bidang Peranggulangen Bencana dan Penanganan
| TPengungsi
pelaksanaan wzas-tegas lain yame diberikan oleh Bupati, | :
£ eT
BAB IV |/ f.  Kzlompok Jabatan Fungsiopal.
SLUSUNAN ORGANISASI , 4] Bagan susunan organisasi Badan Kesaman Hangea dem F's_ﬂ'ml,lungan

- Masyarakal schagmmans lercanium pada Lampiran, merupakan

' inn tak terpi dari Peraturan Dacrah i
P . bagian tak terpizahlan dari ni,



BAB ¥
TATAKERJA
Fasal &

Kepala Badan dalam melaksamskan ugasnya berdasarkan kebijakan umum
yang ditceapkan oleh Bupad.,

Fasal 7

Dalam melaksanakan tugasoye, Kepula Badan, Kcpals Blgiaﬁ Tata Usaha,
Kepala Bidang, Kepala Sub Dagian, Kspala Sub Bidang, Kepala UPT dan
Eclompok Jabatan Fangsional wajib mencrapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkrenisasi dan simplifikasi secara vertikal dan Torisontal baik
dalam lingkunzan kerja masing-masing maspun dengan unit kerja lainoya
scsuai dengan nigas pokokmya.

Pazal &

(1} Setinp pimpinan satuan organiszsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat  wajib mengkoordinasikan bawzhannya

-dengan memberikan  pedeman, bimbingan, pembinaan  dan
pengawasan dalam pelaksanaan uy nsmva

[2) Setiap pimpinan saipen orgenisasi pada Badan Kesaman Bangsa dan
Perlindungan Masyarakal wajib mentaati Peraturan  Perumdang-
uilangun yang berlaku dan benianggung jawab kepads atasan masing-
masing serta menvampaikan laporan sacara berkala.

Fasml 9

Tugas pokok, fungsi, urainn mgas dan mtakeria Kepala Badan, Bagian Fata
Usaha, Hidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan
Fungsional pads Bedan Kesamen Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
pkan diatar lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAE V1
KETENTLUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Strukiur ipanisasi dan Tatakerja Badan Kesawan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kabuparen Bamyumas yang telah ada pada
saat berfakunya Peratumn Daerah ini , masib tetap becakn sanpai
dengan pengisian formasi jabatan berdazarkan Peraturan Dacrah ind
dilaksanakan.

(2} Paling Lama dalam waktu § {cnam) bulan scjak berlebunya Peremran
Diacrah ini, pengisian formasi jabatan sebagzimana dimaksod dalam
Ayat{ 1) harus sudah dilaksinakan.

HAR VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11



{1} Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lehih lanjut dengan
Keputizan Bupati.

2y Pada UPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang
dipimpin olch pejabat strukmural yang pembentukan, tupas pakolk,
uraian ugas dan rinclan tugasnya diawr kebih lanjut dengan Kepulusan
Bupani.

HAB VIIL
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Deerali mi, muaks keienivan Pemb®mukan |
tugas pokok fumgsi dem susuman orgenisasi Badan Kesaman Dangsa
Retertiben  dan  Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayal (2) huruf ¢, Pasal 8 dan ¥ Peralumn
Dacrah Eabupaten Bamyumas Nomer 24 ‘lahun 20001, ieniang
Pembentukan, Susunan Oreanisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dacrah
Kabupaten Banyumas sebagaimana teleh divbah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Bonyumas Momor 10 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku,

Pazal 13

Peramran Daerab ing mula: berlaku pada tangyeal diundangkan.

Agar seliap omng dapat mengethoima, memezrimahkan pengundangan
Pernuran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyurmnas.

Ditetaplcan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2004
BUPATI BANYUMAS
tid
ARIS SETIONO
Diundangkan di Purwoekerto
Pada Tanggal 1 Juni 2003
SEKRETARIS DAERAH EADNUFATEN
BANYUMAS
trd

SINGGTH WIRANTE) . SH.
NIE. 5040. 08G. 384
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BAGANSUSUNAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA & PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Lampiran

Peraturan Daerah Kabu Banyumas
Nmur EII:I"I*nI-w.m zocﬁ'm
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